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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembayaran 

1. Pengertian Sistem Pembayaran 

Menuruut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia  sistem adalah proses, 

cara, perbuatan membayar.
25

 Menururt Paul sistem adalah seragkaian dua 

atau lebih komponen yang saling terkait berinteraksi untuk mencapai 

tujuan.
26

 Sistem (system) dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur 

dan dengan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem 

dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur – prosedur yang 

mempunyai tujuan tertentu. Contoh sistem yang didefinisikan dengan 

pendekatan prosedur adalah sistem akuntansi. Sistem ini didefinisikan 

sebagai kumpulan dari prosedur – prosedur penerimaan kas, pengeluaran 

kas, penjualan, pemebelian dan buku besar. 

Dengan pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan sebagai 

kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain 

memebentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sistem 

yang didefinisikan dengan pendekatan ini mislanya adalah sistem komputer 

yang didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras dan perangkat 

lunak.
27
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Menurut W.JS Pouerwadarminta sistem adalah sekelompok bagian – 

bagian yang bekerja sama – sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila 

suatu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud 

yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidak tidaknya sistem yang 

telah terwujud akan mendapat gangguan. Sedangkan menurut Syefei sistem 

adalah suatu sarana yang menguasai keadaan pekerjaan agar dalam 

menjalankan tugas dan teratur.
28

 

Jadi menurut penulis sistem diartikan sebagai suatu rangkaian susunan 

berkesenambungan yang saling terkait, teratur dan menyeluruh (global). 

Sedangkan sistem pembayaran adalah suatu rangkaian kegiatan pentrasferan 

dana berupa gaji yang akan diberikan dari satu pihak ke pihak lain. 

Menurut Ahmad sistem pembayaran adalah sistem yang meliputi 

orang, mesin, prosedur, yang terdapat dalam suatu kegiatan pentrasferan 

dana untuk pembayaran yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak 

lain.
29

 Sistem pembayaran upah dan gaji yang bersifat spesifik adalah team 

based pay dan skill based pay. Team based pay atau pembayaran berbasis 

tim menghubungkan pembayaran dengan perilaku kelompok kerja. Team 

based pay  merupakan kompensasi yang memberikan penghargaan 

individual atas kerjasama kelompok dan memberi penghargaan tim atas 

hasil kolektif. Sedangkan Skill based pay sering juga dinamakan knowledge 

based pay atau multy skill pay yaitu menghargai Individu atas apa yang 

mereka ketahui tentang bagaimana melakukan sesuatu. Pekerja dibayar 

                                                             
28

 Syafei, Ilmu Administrasi Publik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010) cetakan ke -, h.8 - 
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untuk rentang, kedalaman dan tipe keterampilan yang menunjukkan 

fleksibel. 

2. Macam – macam sistem pembayaran 

Dalam pemberian gaji atau upah, suatu perusahaan dapat memilih 

beberapa sistem pembayaran atau teori pembayaran upah atau gaji. 

Pembayaran upah yang ditetapkan berupa uang, harus dilakukan dengan alat 

pembayaran yang sah di Indonesia.
30

 Terdapat sistem pembayaran yang 

dapat digunakan untuk mendistribusikan upah. Masing – masing sistem ini 

mempunyai pengaruh yang spesifik terhadap dorongan atau semangat kerja 

serta nilai- nilai yang akan dicapai. Secara umum sistem upah dapat 

diklasifiaksikan sebagai berikut: 

a. Sistem Upah Menurut Produksi
31

 

Upah atau gaji menurut produksi yang diberikan bisa mendorong 

karyawan untuk bekerja keras serta untuk berproduksi lebih banyak. 

Sistem ini sangat menguntungkan bagi mereka yang cerdas dan energis, 

tetapi kurang menguntungkan karyawan yang kemampuannya sudah 

mundur dan bagi orang yang usianya lanjut. Produksi yan di hasilkan 

dapat dihargai dengan memperhitungkan ongkosnya. Upah atau gaji 

sebenarnya dicari dengan menggunakan standar normal yang 

dibandingkan dengan hasil produksi. Secara teoritis sistem upah 

menurut produksi ini akan diisi oleh tenaga – tenaga yang berbakat, dan 

sebaliknya orang – orang merasa tidak kerasan. 
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b. Sistem upah menurut lamanya kerja 

Sistem ini telah gagal dalam mengatur adanya perbedaan 

individu kemampuan manusia. Contohnya adalah upah jam-jaman, 

upah mingguan, dan upah bulanan. Kegagalan ini disebabkan 

karyawan dapat mengahasilkan waktu yang sama. Akibatnya 

orang– orang yang superior merasa segan untuk memproduksi 

lebih dari keadaan rata–rata. Tekanan sosial dan kemungkinan 

dapat memengaruhi perilaku karyawan. Sistem upah harian tidak 

merugikan orang yang sudah cukup usia. Sistem ini tidak 

membedakan umur, pengalaman, juga tidak membedakan 

kemampuan. Salah satu faktor yang menonjol untuk 

mempertahankan sistem upah ini adalah mencegah diskriminasi. 

Alasan–alasan yang lain adalah sistem ini menimbullkan 

ketentraman karena upah atau gaji sudah dapat dihitung terlepas 

dari keterlambatan kerja, kerusakan material, sakit dan sebagainya. 

c. Sistem upah menurut lamanya dinas 

Sistem upah semacam ini mendorong orang lebih setia atau 

loyalitas terhadapa perusahaan. Sistem ini sangat menguntungkan 

bagi orang muda yang didorong untuk tetap masih bekerja pada 

perusahaan, hal ini disebabkan adanya harapan bila sudah tua akan 

mendapat perhatian. Jadi sitem upah ini akan memberikan perasaan 

aman kepada buruh atau pegawai yang berusia lanjut. Segi negatif 

sistem ini antara lain, sistem ini kurang memotivasi pegawai dan 
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perusahaan yang akan diisi oleh orang orang yang berusia lanjut. 

Orang – orang yang tinggi intelegensinya dinaikkan pangkat hanya 

karena didasarkan atas lamanya dinas. Sitem gaji semacam ini akan 

berakibat terjadinya labour turn over terutama bagi pegawai yang 

masih muda usia dan bakat. 

d. Sistem Upah menurut Kebutuhan 

Sistem ini memberikan upah yang lebih besar kepada 

mereka yang sudah menikah atau berkeluarga. Seandainya semua 

kebutuhan itu dipenuhi, maka akan mempersamakan standar hidup 

semua orang. Salah sau kelemahan sistem ini adalah mendorong 

inisiatif  bekerja, sehingga sama hanya dengan sistem upah 

menurut lamanya dinas. Segi positifnya adalah akan memberikan 

perasaan aman disebakan karena nasib  seseorang menjadi 

tanggung jawab perusahaan. Perwujudan dari perusahaan aman ini 

karena diwujudkan dalam bentuk sumbangan – sumbangan, 

pengobatan, ongkos, ganti perawatan, pangan, sandang dan 

perumahan. 

3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Sistem Imbalan 

Indikator – ndikator yang mempengaruhi tinggi rendahnya 

tingkat upah adalah sebagai berikut: 

a. Tingkat upah dan gaji yang berlaku
32
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Tingkat upah dan gaji bisa sangat bergantung pada 

ketersediaan (supply) tenaga kerja dipasar tenaga kerja dan 

permintaan tenaga kerja. Untuk tenaga- tenaga kerja yang 

langka, tingkat upah dan gajinya dapat jauh melebihi tingkat gaji 

bila dilihat dari kacamata evaluasi jabatan. 

b. Tuntutan serikat pekerja 

Dimasyarakat dimana eksistensi serikat pekerja diakui, 

sangat mungkin terdapat keadaan bahwa serikat pekerja 

berperan dalam mengajukan tuntutan tingkat upah dan gaji yang 

lebih tinggi dari tingkat berlaku. Peranan dan tuntutan serikat 

pekerja ini pun perlu diperhitungkan sebab apabila tidak, 

bukanlah yang mustahil bahwa para pekerja akan melancarkan 

berbagai kegiatan yang pada akhirnya akan merugikan 

manajemen dan serikat pekerjaan, seperti dalam hal terjadinya 

usaha memperlambat proses produksi, tingkat kamangkiran 

tinggi dan dalam bentuknya yang paling gawat melancarkan 

pemogokan.  

c. Produktifitas 

Tenaga kerja merupakan salah satu komponen biaya yang 

sangat berpengaruh terhadap harga pokok barang. Tingginya 

harga pokok dapat menurunkan penjualan dan keuntungan 

organisasi. Tidak mampunya organisasi mencapai tingat 

keuntungan tertentu akan mengakibatkan turunnya kemampuan 
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organisasi dalam membayar pegawai dan menarik investor. 

Untuk mengatasi tantangan ini, biasanya operasi mencoba 

mendesain pekerjaan kembali, mengotomalisasi pekerjaan, dan 

menciptakan sistem penggajian bertingkat (two tiered wage). 

Sistem penggajian bertingkat menciptakan dua struktur gaji. 

Satu untuk karyawan lama dan satu untuk karyawan baru. 

Karyawan baru mendapat gaji pemulaan dengan jumlah tertentu 

kemudian dapat meningkatkan kejumlah yang lebih tinggi. 

Sistem ini mengakibatkan karyawan yang baru direkrut akan 

mendapatkan gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan 

karyawan lama, meskipun pekerjaan mereka sama. Cara ini 

memang dapat menurunkan biaya. Namun akhir – akhir ini para 

karyawan melalui serkat pekerja telah mempertanyakan tentang 

ketidak adilan sistem ini. Ada pula pendekatan lain yang 

dilakukan dengan sisem bonus. Gaji yang diterima relatif tetap. 

Tetapi bila organisasi mendapat keuntungan, karyawan akan 

diberi bonus sehingga bila organisasi sedang dalam situasi sulit, 

organisasi tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk 

pegawai karena tidak perlu memberikan bonus.  

d. Kebijaksanaan organisasi mengenai upah 

Kebijakan dalam penggajian yang dipakai organisasi, 

seperti mengusahakan gaji diatas harga pasar dalam upaya 

menhadapi persaingan, akan mampu menaikkan gaji diatas rata- 
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rata harga pasar. Kebijakan untuk selalu memerhatikan tuntutan 

serikat buruh diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusuhan 

yang kadang menimbulkan keerugian yang sangat besar. 

e. Peraturan Perundang – undangan  

Pemerintah berkepentingan dalam bidang ketenagakerjaan 

dan oleh karenanya berbagai segi kehidupan kekayaanpun diatur 

dalam berbagai perauran perundang – undadangan. Misalnya 

tingkat upah inimum, upah lembur, memeperkerjakan anak 

dibawah umur, keselamatan kerja, hak cuti, jumlah jam kerja 

dalam seminggu, hak berserikat dan lain sebagainya. Tdak ada 

satupun organisasi yan bebas dari kewajiban untuk taat kepada 

semua ketentuan hukum yang bersifat normatif tersebut. 

f. Faktor Internasional
33

 

Ketika perusahaan berkembang disegala penjuru dunia, 

tantangan yang muncul dalam penggajian adalah penyesuaian 

dengan situasi dinegara yang bersangkutan. Sehingga dapat 

terjadi jabatan yang sama dinegara yang berbeda akan terdapat 

perbedaan tingkat gaji, atau untuk merangsang seseorang agar 

bersedia ditempatkan disuatu negara yang mungkin tidak 

diminati memerlukan penyesuaian. 
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g. Nilai yang sebanding dan pembayaran yang sama 

Adakalanya suatu pekerjaan yang berbeda, tetapi memiliki 

poin yang sama atau derajat yang sama mempunyai tingkat gaji 

yang berbeda. 

B. Gaji atau upah  

1. Pengertian Gaji atau upah 

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia  gaji adalah balas jasa yang 

diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu.
34

 Menurut 

Ahmad Ilham Solihin, Gaji adalah pembayaran khusus untuk jasa yang 

biasanya dibayar setiap minggu, dua minggu atau bulan. gaji dibedakan dari 

upah yang biasanya dibayar berdasarkan hitungan perjam (salary). Upah 

adalah balas jasa berupa uang kepada perseorangan atau perusahaan karena 

karena penggunaan keahliannya dibidang tertentu (free).
35

 

Menurut Ike Kusdyah Rachmawati, gaji adalah balas jasa dalam bentuk 

uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya 

sebagai karyawan. Adapun upah adalah kata lain dari gaji yang seringkali 

ditujukan pada karyawan tertentu, biasanya pada karyawan bagian 

operasional.
36

 Berberapa ahli ada yang menyebutkan upah dan gaji itu sama, 

namun ada pula beberapa ahli yang menganggap upah dan gaji tidaklah sama.  
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Menurut Hasibuan mengemukakan bahwa upah adalah balas jasa yang 

dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang 

disepakati pembayarannya.
37

 Dalam pengertian lain dikatakan bahwa  upah 

adalah imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada pekerja 

berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya 

pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu upah berbeda dengan gaji yang 

sifatnya menetap sedangkan besarnya upah dapat berubah-ubah.
38

 

Menurut Fordebi, perbedaan upah dan gaji juga dapat dilihat dari status 

para pekerja, upah merupakan kompensasi bagi para pekerja yang belum 

menetap disuatu perusahaan atau instansi, misalnya buruh serabutan atau 

musiman. Sedangkan gaji lebih berkaitan dengan konteks pekerja tetap 

disuatu perusahaan atau instansi.
39

 

Upah dan gaji merupakan suatu yang sangat penting bagi buruh atau 

pegawai, karena bagaimanapun juga upah bagi buruh merupakan sumber 

utama kelangsungan hidupnya. Pemberian gaji yang bersifat tetap, artinya 

jumlahnya diberikan setiap bulan yang besarnya bervariasi sesuai dengan 

golongan atau kepangkatan yang diembannya. Besarnya gaji juga ditentukan 

oleh berbagai pertimbangan, utamanya adalah masalah kinerjanya karyawan, 

disamping kemampuan perusahaan. Kemudian upah merupakan pendapatan 

yang diperoleh dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Pembayaran 

upah bersifat tidak tetap yang diberikan harian, mingguan, atau sesudah 
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pekerjaan diselesaikan. Biasanya upah diberikan kepada pekerja lepas atau 

harian.
40

  

Menurut Wibowo, pada dasar upah dan gaji merupakan kompensasi 

sebagai kontra prestasi atas pengorbanan pekerja. Upah dan gaji pada 

umumnya diberikan atas kinerja yang telah dilakukan berdasarkan standar 

kinerja yang ditetapkan maupun disetujui bersama berdasarkan personal 

contract.
41

 

Upah biasanya diberikan pada pekerja tingkat bawah sebagai 

kompensasi atas waktu yang telah diserahkan. Sementara iu, gaji diberikan 

sebagai kompensasi atas tanggung jawabnya terhadap pekerjaan tertentu dari 

pekerja pada tingkatan yang lebih tinggi.
42

 

Jadi menurut penulis, gaji dan upah itu sama. Gaji dan upah adalah 

suatu imbalan berupa uang yang diterima sipekerja karena sudah 

menyelesaikan pekerjaan yang diminta oleh pimpinan dengan waktu 

pembayaran  yang sudah ditentukan dalam perjanjian kerja. Upah adalah 

nama umum dari gaji seperti salah salah satunya Upah Minimum Regional, 

upah lembur, upah maximum. 

2. Tujuan Pemberian Upah Dan Gaji
43

 

1) Ikatan Kerja sama 

Dengan pemberian upah dan gaji terjalinlah ikatan kerja sama 

formal antara pemilik/pengusaha dengan karyawan. Karyawan harus 
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mengerjakan tugas – tugasnya dengan baik sedangkan pemilik/ 

pengusaha wajib memberikan upah dan gaji sesuai dengan perjanjian 

yang disepakati. 

2) Kepuasan kerja 

Dengan upah dan gaji, karyawan akan memenuhi kebutuhan 

kebutuhan fisik, status sosial, dan egiostiknya sehingga memperoleh 

kepuasan kerja dari jabatannya. 

3) Pengadaan efektif  

Jika program upah dan gaji ditetapkan cukup besar, pengadaan 

karyawan qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 

4) Motivasi 

Jika upah dan gaji yang diberikan cukup besar, maneger akan 

mudah memotivasi para karyawannya. 

5) Stabilitas karyawan 

Dengan program upah dan gaji atas prinsip adil dan layak serta 

eksternal konsistensi yang kompentatif, maka stabilitas karyawan lebih 

terjamin kerena turn over lebih kecil. 

6) Disiplin 

Dengan pemberian upah dan gaji yang cukup besar, maka disiplin 

karyawn semakin baik. Mereka akan menyadari serta menaati peraturan – 

peraturan yang berlaku. 
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7) Pengaruh serikat buruh 

Dengan program upah dan gaji yang baik pengaruh serikat buruh 

dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. 

a. Pengaruh asosiasi usaha sejenis/ kadin 

Dengan program upah dan gaji atas prinsip yang adil dan 

layak serta eksternal konsistensi yang kompentatif, maka 

stabilitas karyawan lebih terjamin karena turn over relatif kecil 

dan perpindahan keperusahaan sejenis dapat dihindarkan. 

b. Pengaruh pemerintah 

Jika program upah dan gaji sesuai dengan undang – undang 

perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum), 

intervensi pemerintah dapat dihindarkan. 

3. Jenis-jenis upah
44

 

a) Upah nominal 

Upah nominal dalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh 

yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau 

pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 

perjanjian kerja dibidang industri atau perusahaan. 

b) Upah nyata 

Adalah upah uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh 

seseorang yang berhak. 

 

                                                             
44

 G. Kartasapoetra, dkk,  Hukum Perburuhan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

1994), cet ke-4, h. 100-101. 



 33 

c) Upah hidup 

Dalam hal ini upah yang diterima seorang  buruh itu relatif cukup 

untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya 

kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian 

dari kebutuhan social keluarganya. 

d) Upah minimum 

Dalam hal ini upah minimum sebaiknya dapat mencukupi 

kebutuhan-kebutuhan hidup buruh itu beserta keluarganya, walaupun 

dalam arti yang serba sederhana. Upah minimum adalah upah bulanan 

terendah yang terdiri dari pokok dan tunjangan tetap. Upah minimum 

menjadi patokan bagi pengusaha dalam pemberian gaji.
45

 

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara 

pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan 

pengupahan yang ditetapkan yang ditetapkan peraturan perundang – 

undangan. Jika upah lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan 

perundang – undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan 

pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan 

perundang – undangan yang berlaku.
46

  

4. Besaran Upah
47

 

Besaran upah telah melakukan upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan pekerjaan melalui peningkatan upah minimum berdasarkan 
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kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi. Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian 

kebaikan hidup layak tersebut diaatur dengan Keputusan Menteri. 

Sedangkan Upah minimum itu sendiri terdiri atas: 

a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; 

b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau 

kabupaten/kota; 

Upah minimum ini ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan 

rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.  

5. Komponen upah
48

 

Termasuk komponen upah adalah: 

1) Upah pokok, adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh 

menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan 

berdasarkan perjanjian. 

2) Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang berkaitan dengan 

pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang 

dibayarkan bersama upah pokok seperti tunjuangan anak, tunjangan 

kesehatan, tunjangan perumahan dan tunjangan kehamilan. 

3) Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran secara langsung maupun 

tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap 
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bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan 

pembayaran upah pokok. 

Tidak termasuk komponen upah
49

 

1) Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata diberikan 

perusahaan karena hal – hal yang bersifat khusus untuk 

meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti fasilitas kendaraan 

(antar jemput pekerja atau lainnya), pemberian makan secara cuma – 

cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi kantin, dan lain 

– lainnya.  

2) Bonus adalah bukan merupakan bagian dari upah, melainkan 

pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan 

atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target 

produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas, 

besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan. 

3) Tunjangan Hari Raya (THR), gratifikasi dan pembagian keuntungan 

lainnya. 

6. Upah lembur
50

 

Cara perhitungan upah lembur telah ditetapkan dalam Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja No. Kep -72/MEN/1984 tentang dasar perhitungan 

upah lembur yakni sebagai berikut: 

1) Apabila jam kerja lembur dilakukan pada hari biasa 

a. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar sebesar 1,5 (satu 

setengah) kali upah satu jamnya. 
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b. Untuk tiap jam kerja berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua 

kali) upah sejam. 

2) Apabila jam kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan 

hari raya resmi 

a. Untuk setiap jam dalam batas 7 jam atau 5 jam, apabila hari raya 

tersebut jatuh pada hari raya terpendek pada salah satu hari dalam 6 

hari kerja (seminggu) harus diabayar upah sedikit-dikitnya 2 kali 

upah satu jam. 

b. Untuk jam kerja pertama selebihnya  7 jam atau 5 jam, apabila hari 

raya tersebut jatuh pada hari raya terpendek pada salah satu hari 

dalam 6 hari kerja (seminggu) harus diabayar upah sebesar 3 kali 

upah satu jam 

c. Untuk jam kedua setelah 7 jam atau 5 jam, apabila hari raya tersebut 

jatuh pada hari raya terpendek pada salah satu hari dalam 6 hari kerja 

(seminggu) harus diabayar sebesar 4 kali upah satu jam. 

Sehubungan dengan hal tersebut, perhitungan waktu bekerja dan lembur 

bagi tenaga kerja atau karyawan yaitu jumlah jam kerja normal untuk 

karyawan adalah 40 jam dalam satu minggu. Penetapan jadwal jam kerja 

adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang ditetapkan oleh 

perusahaan alih daya dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan 

kebutuhan dari pengguna.
51
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7. Jamsostek (Jaminan Sosial tenaga kerja) 

Jaminan sosial tenaga kerja belum diatur secara jelas oleh Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003, sehingga dasar hukumnya saat ini masih 

menggunakan Undang-Undang No.3 Tahun 1992. Berdasarkan ketentuan  

Pasal 99 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, setiap pekerja berhak untuk 

memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Peraturan yang dimaksud adalah 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan social tenaga kerja 

(Jamsostek).
52

 

Menurut Harry Calvert jaminan sosial adalah mekanisme utama yang 

sah berkaitan dengan pemberian jaminan untuk mencukupi penghasilan 

individu jika pelaksanaannya dilakukan dengan memanfaatkan pelayanan 

sosial lain, guna menjamin seseorang untuk memenuhi standar hidup minimal 

secara kultural yang layak jika sarana yang biasa dilaksanakan mengalami 

kegagalan.
53

 

Bersamaan dengan dampak yang dibawa oleh gelombang 

perkembangan perekonomian dan sosial politik masyarakat yang diakibatkan 

daya kreativitas yang bertambah pesat serta aneka ragam produksi yang 

sangat mencolok diawal abad ke-21 ini, dimana terjadi ketimpangan antara 

pemilik modal yang berposisi kuat dan buruh yang berposisi lemah. 

Perlindungan terhadap pekerja meliputi; perlindungan dari dirugikan 

(eksploitasi), mendapatkan upah minimum (UMR), jam kerja (maksimal 8 
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jam per hari), pemberian hak cuti, fasilitas yang dibutuhkan, dan melindungi 

dari terkena dampak tragedi sosial makro, dan hak para pekerja tua dan 

jaminan hari tua.
54

 

Jaminan sosial merupakan hak azazi setiap warga Negara sebagaimana 

tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2. Secara universal jaminan sosial 

dijamin oleh pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Azazi Manusia oleh 

PBB (1948), dimana Indonesia ikut menandatanganinya. Kesadaran tentang 

jaminan perlindungan social terus berkembang, seperti terbaca pada 

perubahan UUD 45 tahun 2002, pasal 34 ayat 2, yaitu “Negara 

mengembangkan Sistem Jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
55

 

Jamsostek merupakan suatu perlindungan pekerja dalam bentuk 

santunan uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau 

berkurang dan layanan akibat peristiwa atau keadaan yang dialami pekerja 

seperti: kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
56

 

C. Penyedia Jasa/Outsourcing 

1. Pengertian outsourcing 

Penyedia jasa pekerjaan atau outsourcing  adalah perusahaan yang 

bergerak dalam penyediaan jasa kepada perusahaan lain. Saat ini pekerjaan 

bidang ini banyak diminati oleh perusahaan – perusahaan industri, pusat 

perbelanjaan dan lain sebagainya, seperti untuk bidang keamanan (security), 

pelayanan kebersihan ( cleaning service) dengan alasan diantaranya : 
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1)  SDM yang tersedia bukan merupakan karyawan tetap, sehingga 

tidak ada biaya yang terkait dengan masa pensiun. 

2) Jika tidak dibutuhkan maka dapat dilepas pada masa habis kontrak. 

3) Kebutuhan fisik dan usia yang diharapkan dapat stabil. 

2. Dasar Hukum 

Dasar hukum terhadap ketentuan mengenai perusahaan outsourcing  ini 

adalah Undang – undang No. 13 Tahun 2003 tentng ketenagaankerjaan 

(UKK) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia No. 101/ MEN/VI/2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan 

Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.
57

 

3. Prinsip – Prinsip Outsourcing 

Seperti tertulis dalam UKK: Perusahaan dapat menyerahkan sebagian 

pelaksanaan  pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian 

pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara 

tertulis (pasal 64), selanjutnya  Penyerahan sebagian pelaksana pekerjaan – 

pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melailui perjanjiann 

pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis (pasal 65 ayat 1).
58

 

4. Kegiatan menunjang
59

 

Kegiatan jasa menunjang atau kegiatan yang berhubungan diluar usaha 

pokok (core business) suatu perusahaan antara lain:  

1) Usaha pelayanan kebersihan (Cleaning Service). 

2) Usaha penyedia makanan bagi pekerja/buruh (Catering). 
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3) Usaha tenaga pengamanan (Satpam/ Security). 

4) Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan. 

5) Usaha penyedia angkutan pekerja/buruh. 

Jika melanggar ketentuan diatas, misalnya pekerjaan yang dilimpahkan 

kepada perusahaan outsourcing tersebut adalah untuk melaksanakan 

pekerjaan utama/pokok, maka melanggar ketentuan undang – undang 

ketenagaankerja. 

5. Manfaat outsourcing
60

 

Outsourcing mempunyai manfaat untuk Pemerintah, Pengusaha dan 

Pekerja : 

1) Manfaat bagi pemerintah  

Pada pemerintah, outsourcing dapat membantu 

mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi 

masyarakat dan ekonomi secara nasional. Pembinaan dan 

pengembangan kegiatan koperasi dan usaha kecil. Selain itu juga 

mengurangi beban pemerintah kota/kabupaten dalam penyediaan 

fasilitas umum, seperti: transportasi, listrik, air dan pelaksanaan 

ketertiban umum. 

2) Manfaat bagi masyarakat dan pekerja. 

Aktivitas Industri di daerah akan mendorong kegiatan 

ekonomi penunjang dilingkungan masyarakat, seperti: adanya 

pasar, warung makan, sarana transportasi dan sebagainya. 
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Mengembangkan infrastruktur sosial masyarakat, budaya kerja, 

disiplin dan peningkatan kemampuan ekonomi. Meningkatkan 

kemampuan dan budaya perusahaan dilingkungan masyarakat. 

3) Manfaat bagi Industri 

Mengurangi beban keterbatasan lahan untuk pengembanagan 

perusahaan dikawasan industri. Meningkatkan fleksibilitas dalam 

pengembangan produk baru dan penyesuaian dengan 

perkembangan teknologi, sehingga perusahaan dapat 

berkonsentrasi untuk mengembangkan produk baru dan teknologi 

baru. Produk yang sudah stabil dan menggunakan teknologi lama 

bisa dikembangkan diperusahaan mitra (outsourcing). 

Meningkatkan daya saing perusahaan dengan efisiensi penggunaan 

fasilitas dan teknologi yang berkembang sangat cepat. 

D. Satpam
61

 

1. Pengertian Satpam 

Menurut kamus besar Indonesia Satpam adalah satuan pengamanan 

atau satuan (orang) yang bertugas menjaga keamanan. Satuan Pengamanan 

atau sering disebut dengan Satpam adalah satuan kelompok petugas yang 

dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha untuk melakukan keamanan 

fisik(physical security) dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa 

dilingkungan kerjanya. Kelembaga satuan pengamanan dibentuk pada 30 

Desember 1980 melalui surat keputusan No.24 Tahun 2007 tentang sistem 
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pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah. 

Keamanan adalah garda depan suatu perusahaan, bukan suatu yang 

menghasilkan produksi tapi sebagai managemen ang menajga hasil produksi 

dari perusahaan atau instansi tersebut. 

Untuk jumlah atau kekuatan personil pada umumnya dilihat dari luas 

wilayah yang dimiliki suatu perusahaan atau instansi, tidak kerawanan yang 

tinggi serta memiliki aset besar sudah barang tentu jumlah perssonilnya 

membutuhkan lebih banyak. Dilihat dari titik – titik rawan serta 

keperuntukan – keperuntukan yang lain yang berkaitan dengan keamanan. 

Keamananpun harus provesional dan siap terjun dilapangan serta siap di 

plot( ditempatkan) dan dalam waktu atau cuaca apapun. Personil keamanan 

wajib disiplin, jujur, berani dan bertanggung jawab terhadap perusahaan 

atau instansi tugasnya. 

2. Sumber anggota Satpam 

Sumber anggota Satpam diperoleh dari karyawan permanen yang 

ditunjuk pimpinan organisasi, perusahaan/instansi/lembaga pemerintah (in 

house security) dan badan usaha dibidang jasa pengamanan (out source). 

Untuk dapat menjadi sebagai anggota Satpam, seorang calon harus memenuhi 

persayaratan sebagai beriut : 

a. Warga negara Indonesia 

b. Lulus tes kesehatan dan kesamptaan 

c. Lulus psikotes 

d. Bebas narkoba 

e. Menyertakan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) 
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f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah Umum (SMU) 

g. Tinggi badan paling rendah 165cm untuk pri dan paling rendah 

160cm untuk wanita 

h. Usia paling rendah 20 tahun dan palin tinggi 30 tahun. 

3. Tugas, fungsi dan peranan Satpam 

Tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan 

ketertiban dilingkungan/ tempat kerjanya. Fungsi dari Satpam adalah 

melindungi dan mengayomi lingkungan tempat kerjanya dari setiap gangguan 

keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertibyang berlaku 

dilingkungan kerjanya. 

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian 

terbatas, Satpam berperan sebagai unsur pembantu pimpinan organisasi, 

perusahaan /instansi/lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang 

pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan atau tempat kerjanya. Selain 

itu Satpam juga memiliki peran sebagai unsur pembantu Polri dalam 

pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan 

perundang – undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan 

keamanan (security mindedness dan security awareness) dilingkungan atau 

tempat kerjanya. 

4. Struktur Organisasi Satpam 

Bentuk organisasi Satpam pada setiap organisasi,  

perusahaan/instansi/lembaga pemerintah pengguna Satpam berbeda antara 

satu dengan lainnya, tergantung dari sifat dan ruang lingkup kerjanya. Secara 
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umum organisasi Satpam mencerminkan organ – organ yang mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

a. Unsur pimpinan (penanggung jawab), sebagai pimpinan puncak 

Satpam yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem keamanan 

dan ketertiban lingkungan kerja. 

b. Unsur staf dan pelaksana (back office), yang berugas sebagai 

pembantu pimpinan dalam bidang perencanaan, keuangan, material 

dan logistik. 

c. Unsur pelaksana (front office), yang bertugas melaksanakan semua 

kegiatan pengamanan di linkungan kerjanya. 

d. Unsur pengawasan (internal audit) sebagai pembantu pimpinan 

dalam pengawasan pengendalian terhadapa seluruh kegiatan 

pengamanan dilingkungan kerja. 

Berdasarkan penyelengaara dan manfaatnya, organisasi Satpam sebagai 

berikut: 

a.  Oganisasi BUJP, yaitu para anggota Satpam diorganisir dalam 

satu badan usaha yang bergerak dibidang industri jasa 

pengalaman. 

b. Organisasi Satpam organik, yaitu merupakan satu komponen 

bagian dari suatu organisasi, perusahaan/instansi/lembaga. 

5. Produk staff atau naskah administrasi pengamanan 

Satpam memiliki produk staff atau naskah akademik administrasi 

pengamanan yang terdiri dari : 
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a. Rencana pengamanan (Renpam) merupakan produk/ naskah 

kebijaksanaan pengamanan yang menetapkan arahan dan kerangka 

prinsip kegiatan yang lengkap utnuk setiap organisasi yang disusun 

oleh pimpinan Satpam. 

b. Rencana kontinjensi (Renkon), merupakan produk tertulis pada 

tatanan manajemen puncak, yang menetapkan arahan dan kerngka 

prinsip kegiatan lengkap untuk satu organisasi. 

c. Rencana kegiatan dan rencana kontinjensi (activities plan and 

contigency plan), merupaka produk tertulis yang disusun oleh 

setiap bagian dan unit kerja dari organisasi Satpam secara bulanan 

dan mingguan yang akan menjadi acuan kegiatan bagi setiap 

anggota Satpam yang melaksanakan. 

d. Laporan pelaksanaan, merupakan laporan penanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan, meliputi: 

1) Laporan bulanan, dibuat oleh setiap bagian atau komponen 

organisasi Satpam yang ditujukan kepada penanggung jawab 

Satpam, dan setelah dikompulir dan dievaluasi, diolah 

menjadi laporan kegiatan pengamanan kepada pimpinan 

puncak manajemen (Direksi). 

2) Laporan pelaksanaan tugas, dibuat oleh penanggung jawab 

Satpam sebagai sebagai pertanggungjawaban lengkap dari 

pelaksanaan tugas selama satu periode kerja/kontrak. 
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3) Laporan kejadian, merupakan laporan yang dibuat oleh 

petugas Satpam yang berkompeten dan diberikan 

kewenangan secara fungsional, yang berisi tentang peristiwa 

atau kejadian gangguan keselamatan atau keamanan yang 

terjadi dan harus segera diketahui oleh penanggung jawab 

Satpam maupun manajemen puncak (Direksi). 

E.  Pandangan Ekonomi Syariah terhadap kerja sama dalam bentuk outsourcing dan 

pemberian upah kepada tenaga kerja 

Didalam ekonomi Islam belum ditemukan teori yang menjelaskan tentang 

outsourcing secara terperinci. Akan tetapi, hubungan antara perusahaan 

outsourcing dengan pihak pekerja jasa(user) didalam istilah ekonomi Islam sama 

dengan akad Ijarah. Kata Ijarah berasal dari kata ajr yang berarti imbalan. Sewa 

(Ijarah) merupakan transaksi penukaran antara a’yn yang berbentuk jasa dan dayn  

yang berbentuk uang (ayn-jasa vs dyn-uang). Secara prinsip ijarah sama dengan 

transaksi jual beli hanya saja yang menjadi objek dalam transaksi ini adalah 

manfaat.
62

  

Dalam sistem outsourcing, perusahaan pemberi pekerjaan berkontribusi 

dalam hal lapangan pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa pekerja menyediakan 

para pekerjanya. Pihak perusahaan pemberi pekerjaan mempunyai lapangan 

pekerjaan, akan tetapi tidak memiliki tenaga kerja. Maka perusahaan bekerjasama 

dengan pihak penyedia jasa tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. 
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Upah dikenal dengan istilah ujrah atau ijarah artinya upah – mengupah. 

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan tentang Al - Ijarah, berikut 

penjelasannya. 

1. Pengertian Ijarah 

Secara terminologi, menurut Ali al- Khafif al-Ijarah adalah transaksi 

terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan. Menurut ulama 

Syafi’iyah, al-ijarah adalaha transaksi terhadap suatu manfaat yang dimaksud 

tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. 

Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah  adalah pemilikan suatu 

manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.
63

 

Pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada ijarah 

objeknya barang maupun jasa. Secara harfiah ijarah adalah  imbalan yang 

diberikan atas jasa yang diberikan. Ijarah berasal dari kata “ajara”- 

mengimbali, mengompensasi, atau memberikan ganjaran atau imbalan. 

Secara teknis, ijarah adalah kontrak pentransferan kepemilikan manfaat untuk 

mendapatkan kompensasi. Beberapa ulama mengatakan bahwa ijarah adalah 

penjualan suatu manfaat yang sudah ditentukan untuk mendapatkan suatu 

kompensasi yang sudah ditentukan.
64

 

Oleh karena itu, tidak boleh menyewa pohon untuk dimakan buahnya 

karena pohon bukanlah manfaat. Tidak bboleh juga menyewa emas dan 

perak, menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang 

biasanya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak bisa dimanfaatkan 
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kecuali dengan menghabiskannya. Tidak boleh juga menyewa sapi, kambing 

atau unta untuk diperah susunya karena penyewaan memberiksan 

kepamilikan atas manfaat, sementara dalam kondisi ini ia memberikan 

manfaat atas susu yang merupakan benda, padahal akad penyewaan berlaku 

pada manfaat dan bukan pada benda.
65

  

2. Macam – macam Ijarah
66

 

Akad ijarah dilihat dari segi objeknya menurut ulma fikih dibagi 

menjadi 2 (dua) macam, yaitu : 

a) Ijarah yang bersifat manfaat, pada ijarah  ini benda atau baran yang 

disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa – menyewa rumah, 

tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang 

dibangun pertokoan dan sebagainya. 

b) Ijarah yang bersifat pekerjaan, pada ijarah ini sering mempekerjakan 

untuk melakukan suatu pekerjaan dan hukumnya boleh apabila jenis 

pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang 

jahit, tukang kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. Ijarah seperti 

ini dan bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Quran, 

pembantu rumah tangga. Ada juga yang berifat kerja sama, yaitu 

seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk 

kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan 

tukang jahit. 
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3. Syarat – syarat Ijarah 

Dalam akad Ijarah ada empat macam syarat bagaimana dalam akad jual 

beli, yaitu syarat terjadinya akad, syarat pelaksanaan, syarat sah dan syarat 

objek akad:
 67

 

a. Syarat terjadinya akad syarat in’ inqad (terjadinya akad berkaitan dengan 

aqid, zat akad dan tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah, aqaid (orang 

yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 

7 tahun) serta tidak disyariatkan harus baligh. Menurut Ulama Hanabilah 

dan Syafiiyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf yaitu baligh 

dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikatagorikan ahli 

akad. 

b. Syarat pelakasanaan (annafadz) 

Syarat berlakunya akad ijarah adalah adanya hak kepemilikan 

atau kekuasaan (al-wilayaah). Jika persetujuan pemilik terjadi setelah 

sebagian masa waktu akad ijarah berjalan, maka upah diserahkan 

kepada pemilik barang seluruhnya. Ini adalah pendapat abu yusuf. Hal 

itu karena jika sebagian masa sewa masih tersisa, maka akad tidak akan 

menajdi batal sehingga bisa menjadi objek ijarah. Pada hal ini abu 

yusuf melihat pada masa sewa. 
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c. Syarat sah ( Syarth ash-Shihah) 

Syarat sah nya Ijarah berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, 

tempat, upah dan akad itu sendiri. Adapun yang menjadi syarat sahnya 

perjanjian kerja ini adalah :
68

 

1) Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yan mubah 

atau halal menurut ketentuan syariat, berguna bagi 

peroranganataupun masyarakat. Pekerjaan – pekerjaan yang haram 

menurut ketentuan syariat tidak dapat menjadi objek perjanjian 

kerja. 

2) Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. 

Kejelasan manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara 

mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjan yang harus 

dilakukan. 

3) Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, 

termasuk jumlahnya, wujudnya, dan waktu pembayarannya. 

d. Syarat objek akad 

Apabila objek akad termasuk barang bergerak, maka 

disyaratkan terjadinya peneriamaan, jika tidak makahukumnya tidak 

sah. 

4. Rukun –rukun Ijarah 

Rukun sewa-menyewa terdiri dari adanya para pihak sebagai subyek 

hukum (penyewa dan yan menyewakan), terdapat barang yang disewakan, 
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dan harus ada ijab qabul dari pihak tersebut.
69

 Rukun – rukun ijarah adalah 

sebagai berikut : 

a. Mu’jir dan Musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa 

atau upah – mengupah. Mu’jir adalah yang memberikan upah dan yang 

menyewakan, musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk 

melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyariatkan pada 

mu’jir dan musta’jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf 

(mengendalikan harta) dan saling meridhai.
 70 

b. Objek akad ijarah
71

 

1. Manfaat aset/jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam 

kontrak. Bersifat dibolehkan secara syariah dikenali secara 

spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan 

yang dapat menimbulkan sengketa. Serta jangka waktu 

penggunaan manfaat ditentukan dengn jelas. 

2. Sewa dan upah yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar 

penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi 

jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang 

digunakannya. Besarannya upah diketahui oleh para pihak yang 

berakad dan Ujrah, disyariatkan diketahui jumlahnya oleh kedua 

belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah 

mengupah.. Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa (manfaat lain) 
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dari jenis yang serupa dengan objek akad. Bersifat fleksibel, 

dalam arti dapat berbeda untuk ukuran waktu, tempat dan jarak 

serta lainnya berbeda.  

3. Shighat ijab kabul antara mu’jir dan musta’jir.  

5. Sifat Ijarah dan hukumnya
72

 

a. Sifat Ijarah 

Ijarah menurut hanafiah adalah akad yng lazim, tetapi boleh di 

fasakh apabila terdapat udzur. Sedangkan menurut jumhur ulama, ijarah 

adalah akad yang lazim (mengikat), yang tidak bisa di fasakh kecuali 

dengan sebab – sebab yang jelas, seperti adanya aib (cacat) atau 

hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena ijarah adalah akad atas 

manfaat, mirip dengan akad nikah. Dissamping itu, ijarah adalah akad 

mu’awadhah, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti 

jual beli. 

Sebagai kelanjutan dari perbedaan pendapat tersebut, hanafiah 

berpendapat bahwa ijarah batal karena meninggalnya salah seorang 

pelaku akad yakni mu’jir dan musta’jir. Hal itu karena apabila akad 

ijarah masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh musta’jir atau uang 

sewa ynang dimiliki oleh mu’jir berpindah kepada orang lain (ahli waris) 

yang tidak melakukaan akad, dan hal ini tidak dibolehkan. Sedangkan 

menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafiyah dan 

Hanabilah, ijarah tidak batal karena meninggalnya salah seorang pelaku 
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akad, karena ijarah merupakan akad yang lazim (mengikat) dan akad 

muawadhah sehingga tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu 

pihak, seperti jual beli. 

b. Hukum Ijarah
73

 

Akibat hukum dari ijarah yang shahih adalah tetapnya hak milik 

atas manfaat bagi musta’jir (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang 

atau upah bagi mu’jir ( yang menyewakan). Hal ini akad ijarah adalah 

akad muawadhah, yang disebut dengan jual beli manfaat. 

Dalam ijarah  fasidah, apabila musta’jir telah menggunakan barang 

yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku ( ujratul 

mitsli). Menurut Hanafiah, kewajiban membayar ujratul mitsli berlaku 

apabila rusaknya akad ijarah tersebut karena syarat yang fasid, bukan 

karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaanya, 

dalam hal ijarah fasidah karena dual hal yang disebutkan terkahir ini, 

makna upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Menurut Imam Zufar 

dan Syafii, dalam ijarah fasidah, upah atau uang sewa harus dibayar 

penuh, seperti halnya dalam jual beli. 

6. Hukum Ijarah atas pekerjaan ( Upah Mengupah)
74

 

Ijarah atas pekerjaan ataua upah mengupah adalah suatu akad ijarah 

untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan 

disebut ajir atau tenaga kerja. 

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam yaitu : 
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a) Ajir(tenaga kerja) khusus, yaitu orag yan bekerja pada satu orang 

untuk masa tertentu. Dalam hal ini tdak boleh bekerja untuk orang 

lain selain orang yang telah mempekerjakanya. 

b) Ajir(tenaga kerja) Musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih 

dari satu orang, sehingga mereka bersekutu didalam memanfaatkan 

tenaganya. Hukumnya adalah ia( ajir musytarak) boleh bekerja 

untuk semua orang dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh 

melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (Ajir Musytarak) tidak 

berhak tas upah kecuali dengan bekerja. 

7. Hal - hal yang dilarang dalam kontrak dan transaksi
75

 

Secara umum hak- hak pekerja (buruh) dalam Islam adalah sebagai 

berikut: 

1) Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati 

kehidupan yang layak. 

2) Pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya, 

dan jika suatu waktu dia dipercaya menangani pekerjaan yang sangat 

berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk keras atau modal yang 

lebih banyak atau keduanya. 

3) Pekerja harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika ia sakit dan 

membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. Sepatutnya jika 

bantuan terhadapa biaya pengobatan buruh dari majikan ditambah 

dengan bantuan pemerintah (kemungkinan dari dana zakat). 

                                                             
75

 Sri Nurhayati  dan Wasilah, Op. Cit, h. 236- 238. 



 55 

4) Pekerja berhak menerima pembayaran pensiun dalam dalam 

penentuan upah yang layak untuk pembayaran pensiun tersebut. 

Majikan dan pekerja bisa diminta sumbangan untuk dana itu. Tapi 

sebagian besar akan disumbang oleh negara dari dana zakat.  

5) Pekerja dan anak – anak dari pekerja berhak memperoleh sedekah 

dari majikan. Oleh karena itu, para majikan harus didorong untuk 

mengeluarkan sedekahnya (sumbangan sukarela) tersebut. 

6) Pekerja harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas 

kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan. 

7) Pekerja harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan 

jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja. 

8) Pekerja harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan 

efisiensi kerja mereka tidak terganggu. Pekerja dilarang untuk 

dikenakan denda karena kerusakan barang –barang dan alat –alat 

selama waktu bekerja. 

8.  Berakhirnya akad ijarah
76

 

Setiap transaksi dalam Ijarah tentunya ada batas waktu yang telah 

disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati 

perjanjian yang sudah di sepakati, tidak saling menambah dan mengurangi 

waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad 

Ijarah adalah sebagai berikut : 

                                                             
76

 Abu Azam Al hadi, Op.Cit., h. 85 – 86. 



 56 

a) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. 

Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah 

perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut dalam harus 

dikembalikan kepada pemiliknya, apabila yang disewaitu jasa 

seseorang, maka ia segera dibayar upahnya. 

b) Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad 

karena akad Ijarah, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan 

tetapi menurut jumhur ulama, akad Ijarah tidak batal dengan 

wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat 

menurut mereka bisa diwariskan dan Ijarah sama dengan jual 

beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad. 

c) Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu 

pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait 

dengan utang yang banyak, maka transaksi Ijarah batal. Masalah 

– masalah yang dapat membatalkan transaksi Ijarah menurut 

ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut dan berpindah 

tempatnya penyewa. Berbeda dengan jumhur ulama, masalah 

yang bisa membatalkan transaksi Ijarah hanyalah apabila 

objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak 

ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar 

Menurut Sri Nurhayati dan Warsilah akad Ijarah berakhir karena: 
77
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a) Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak 

masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah 

selesai dengan beberapa alasan. 

b) Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan 

penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. 

c) Terjadi kerusakan aset. 

d) Penyewa tidak membayar sewa. 

e) Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak 

berkeinginan untuk meneruskan akad karena 

memberatkannya
78

. 

9. Dasar Hukum 

1. Al-Qura’n 

                              

                             

                                 

                       

                                

                     

Artinya :  Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan 

pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang 

tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 
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berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih 

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. 

dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 

apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al Baqarah(2):233) 

 

 

                         

    

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya".(Q.S. Qashas(28): 26) 

 

                          

                   

Artinya : Dan katakanlah : “ Bekerjalah kamu, maka Allah 

danrasulnya serta orang – orang mu’min akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

Allah yang mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu 

diberikannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. (Q.S. 

At–Taubah(9):105) 

 

                        

                      

Artinya :  Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki- laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman. Maka 

sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan 

yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan 

kepadamereka denga pahala yang lebih baik pa yang telah 

mereka kerjakan. (Q.S An–Nahl(16):97) 
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                             

                        

              

Artinya :  Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan 

mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah 

meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain 

beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu 

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.(Q.S Az–

Azukhruf(43):32) 

 

                       

                         

                        

     

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 

kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 

mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) 

itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah 

kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara 

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu 

menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya.(Q.S.Ath–Thalaq(65): 6) 

 

2. Hadits 

 

ََسَيَّمَ عَبمَوَ عَهِ ابْهِ عُ  ًِ ٍْ ُْهَ الُله صَيَى الَله عَيَ ٍُمَب)اَنَّ رَسُ ًَ الُله عَىْ مَزَرَضِ

ٍُمَب:فَسَبَ ىُُيُ اَنْ  ََاٌَتٍىَ ََفًِ رِ ,ًِ ٍْ َْسَرْعٍ(مُتَّفَقٌ عَيَ ٍَبمِهْ ثَمَزٍاَ ٍْبَزَبِشَطْزِمَبٌَخْزُجُ مِىْ ٌْيَخَ اَ

ٍَ ٍَبعَيَى اَنْ ٌَنْفُُا عَمَيَ ٌُمْ بِ ًِ ٌُقِزَّ ٍْ ُْهُ الِله صَوَّ الُله عَيَ ٍُمْ رَسُ ٍُمْ وِصْفُ اىتَّمْزِفَقَبىَيَ ََىَ ب

)ًُ ًَ الُله عَىْ ٌُمْ عُمَزُرَضِ ٍَب دحَتَى اَجْلَا ََسَيَمَ )وُقِزُمُمْ اَعَيَى ذَاىِلَ مَبشِئْىَب فَقَزَُابِ  
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Dari Ibnu Umar, r.a, ia berkata: “ bahawasanya Rasulullah SAW 

mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separo hasil 

yang tumbuh disana dari buah – buahan atau dari hasil bijian”.( 

Hadits disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim). Dari pada 

kedua riwayat Imam itu disebutkan: “Mereka meminta kepada 

Rasulullah SAW untuk menetapkan upah yang mereka kerjakan 

sebanyak separo buah – buahan, kemudian Rasulullah SAW 

bersabda: “aku tetapkan untuk kamu demikian, selahi aku 

setujui, lalu mereka tetap melaksanakan begitu, sampai Umar 

putera Khathab mengusir mereka.
79

 

 

ََاَعْطَى ََعَهِ ابْهِ عَبَ ََسَيَمَ   ًِ ٍْ ُْهُ الِله صَيَّى الُله عَيَ ٍُمَب قَبهَ)احْتَجَمَ رَسُ بسٍزَضٍَِبلُله عَىْ

ََايُ اىبُخَب ريُ ًِ(رَ ُْمَبنَ حَزَامًبىَمْ ٌُعْطِ ََىَ ًُ اَجْزَيُ,  اىَذِيْ حَجَمَ

 

Dari Ibnu Abbas,r.a ia berkata: “Bahwasanya Rasulullah SAW 

telah diambil darahnya, dan beliau memberi upah, bila hal itu 

haram, maka beliau tidak memberinya”.(HR. Imam Bukhari)
80

 

 

ٍَى عَ  ََسَيَّمَ وَ  ًِ ٍْ ًُ اَنَ رَسُُهَ الِله صَيَّى الُله عَيَ ًَ الُله عَىْ ََعَهْ ثَببِتٍ اىضَّحَّبكِ رَضِ

ََ ََاَمَزَبِب ىْمُؤَاجَزَةِ)رَ ٌْضًّب(اىمُشَارَعَتِ ايُ مُسْيِمٌ اَ  

 

Dari Tsabit putera Dhahhak, ra., ia berkata :”bahwasanya 

Rasulullah SAW melarang sewa tanam – tanam, dan menyuruh 

saling memberi upah.
81

 

ََ  ًِ ٍْ ًِ صَيَى الُله عَيَ ًُ قَبهَ اَقْبَيْتُ اِهَ اىىَبِ ًَ الُله عَىْ ُْسَى رَضِ ًْ مُ ًْ رَجُلَانِ عَهْ اَبِ ََمَعِ سَيَمَ 

َْلَاوَسَعْمِوُ عَيَى عَمَيِىَب  ٍُمَب ٌَطْيُبَب نِ اىعَمَوَ فَقَب هَ ىَهْ اَ ٍْهَ فَقُيْتُ مَب عَيِمْتُ اَوَ مِهَ الَاشْعَزِتِ

 مَهْ اَرَادَيُ

 

Dari Abu Musa ra. Berkata,”Saya menghadap kepada Nabi 

SAW. Bersamaku ada dua orang dari (qabillah) Asy’ri. Saya 

berkata,” Saya tidak tahu bahwa keduanya mencari pekerjaan.” 

Beliau bersabda, “kami tidak mempekerjakan orang yang 

meminta bekerja kepada kami atas pekerjaan kami.”
82
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ًِ صَيَ ًُ عَهِ اىىَبِ ًَ الُله عَىْ ٌْزَةَ رَضِ ٌُزَ  ًْ ََسَيَمَ قَوَ مَببَعَثَ الُله وَبٍَب الَا عَهْ اَبِ  ًِ ٍْ ى الُله عَيَ

ٌْوِ مَنَتَ. ٌْطَ ىِبَ ٌَب عَوَ قَزَا رِ ََاَوْتَ ؟ فَقَبهَ وَعَمْ مُىْتُ اَرْ عَب   ًُ  رَعَى اىْغَىَمَ فَقَب هَ اَصْحَّب بُ

 

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. Bersabda,” Allah tidak 

mengutus seorang Nabi melainkan ia seorang yang 

mengembalakan kambing. Para sahabat beliau bertanya,”Dan 

engkau ?” Beliau bersabda,”Ya, aku pernah mengembalakan 

kambing orang mekkah dengan (upah) beberapa Qirath. 
83
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